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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap 
penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi jual beli 
tanah dan bangunan (Studi Kasus Dispenda Provinsi Sumatera Selatan). Metode penelitian 
menggunakan metode asosiatif karena bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel. Sampel 
penelitian ini menggunakan metode Sampling Jenuh. Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Hasil dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel  jumlah penduduk  (X1)  berpengaruh positif 
terhadap penerimaan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas transaksi jual beli tanah 
dan bangunan. 
 
Kata kunci : BPHTB, Jumlah Penduduk  
 
Abstract 
 
The purpose of this study was to determine the effect of population on revenues Tax on 
Acquisition of Land and Building (BPHTB) on the sale and purchase of land and buildings 
(Case Study at Dispenda Provinsi Sumatera Selatan). The research method using associative 
research as it aims to determine the relationship of the variables. The sample of this study using 
saturated sampling method. Types of data used are secondary data and analytical methods used 
are simple linear regression. The results of this study indicate that (X1) positive influence on the 
acceptance of Customs for acquisition of land and buildings on the sale and purchase of land 
and building (Y). 
 
Keywords : BPHTB, District / city
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I. PENDAHULUAN 
 
enerimaan dalam negeri telah mengalami pergeseran, semula didominasi oleh penerimaan 
minyak (migas) kemudian didominasi oleh penerimaan non migas yaitu dari 
perpajakan.Penerimaan pajak merupakan sumber pemasukan utama bagi negara dan 
merupakan pilihan yang tepat pada saat ini karena sektor ini relatif lebih stabil terhadap 
perubahan kondisi perekonomian dunia.Hal ini perlu kita sadari mengingat kita tidak dapat lagi 
berharap banyak pada penerimaandari sektor migas, yang persediaannya semakin 
berkurang.Ditambah lagi dengan situasi perekonomian dunia yang tidak stabil sehingga 
pengaruhnya terhadap perokonomian Indonesia sebagai akibat adanya globalisasi ekonomi. 
  Dari kenyataan tersebut salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah 
meningkatkan penerimaan disektor perpajakan dengan memperhatikan asas keadilan, 
kemampuan dan manfaat.Selain itu membayar pajak pada hakekatnya merupakan perwujudan 
dari pelaksanaan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia, juga sebagai wujud keikutsertaan 
dan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan dan pembangunan. Dengan menyadari 
sepenuhnya bahwa berhasilnya pembangunan nasional amat bergantung pada partisipasi seluruh 
rakyat serta pada sikap mental, semangat dan disiplin para penyelenggara negara.Negara 
Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu 
menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam 
kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. 
Dimana pada saat ini pembangunan diwilayah perkotaan ataupun pinggiran kota semakin lama 
semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk Didalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya sehari-hari manusia membutuhkan tanah.Untuk memperoleh sebidang 
tanah biasanya melalui transaksi jual beli.Dengan adanya transaksi jual beli ini menunjukkan 
bahwa tanah mempunyai nilai bagi manusia.Pengertian nilai tersebut megandung arti bawah 
tanah dapat memberikan manfaat atau hasil selama periode tertentu. 
Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun memerlukan 
pembiayaan yang semakin besar pula. Hal ini berarti bahwa usaha pencarian dan penggalian 
sumber-sumber dana harus digiatkan dan lebih ditingkatkan lagi, khususnya dana yang 
bersumber dari dalam negeri, dimana dalam usaha tersebut memerlukan dukungan dari setiap 
daerah yang ad, (Yani Tahun 2006, hal, 46). 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah 
disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 
Januari 2010. Undang-undang ini menggantikan UU sebelumnya (UU No. 34 Tahun 2000) 
dengan memberlakukan pendekatan “closed-list” terhadap beberapa jenis pajak dan retribusi 
yang dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai 
sumber pendapatan asli daerahnya. Hal penting dalam UU No. 28 tahun 2009 ini adalah dengan 
dimasukkannya 2 jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 
sebagai pajak daerah. Salah satu pajak yang merupakan penerimaan Negara adalah BPHTB 
yang dikenakan berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). 
 Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011 sebanyak 7.593.425 jiwa 
dengan tingkat kepadatan penduduk 87 jiwa per km2. Penyebaran penduduk di Provinsi 
Sumatera Selatan masih bertumpu di Kota Palembang yakni sebesar 19,5 persen dan Kabupaten 
Banyuasin sebesar 10 persen sedangkan kabupaten yang lainnya dibawah 10 persen. Sementara 
dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang paling tinggi tingkat kepadatan 
penduduknya adalah Kota Palembang dan yang paling rendah adalah Kabupaten Musi 
Banyuasin. Dilihat dari sisi laju pertumbuhan selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) 
Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,85 persen lebih tinggi dari pertumbuhan nasional penduduk 
nasional (1,49%). Sementara untuk laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota tertinggi 
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terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin 3,27 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten 
Ogan Komiring Ulu Selatan sebesar 0,62 persen. 
Beberapa penelitian sebelumnya tentang pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Sri 
Ariyanti dan Any Saratha (2011) dengan judul Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB)  hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keterlambatan 
penerbitan perda BPHTB menimbulkan berbagai penafsiran dan praktek di beberapa daerah. 
Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, BPHTB hanya dapat dipungut 
dengan peraturan daerah. Konsekwensinya adalah apabila perda BPHTB belum terbit maka 
pungutan BPHTB ditiadakan. Namun, di beberapa daerah terdapat praktek yang tidak sesuai 
dengan ketentuan tersebut, khususnya di daerah yang perda BPHTB mengalami kelambatan. 
 Transaksi pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan terjadi pada awal tahun 2011 
dan perda BPHTB masih dalam proses pembahasan/penetapan. Beberapa daerah melakukan 
pungutan BPHTB meskipun perda BPHTB belum terbit sehingga mengakibatkan pemungutan 
BPHTB di daerah belum merata banyak wajib pajak yang belum mengerti.  
Fenomena yang terjadi dari realisasi penerimaan BPHTB dipungut di 13 kabupaten 2 
kota kemungkinan berpotensi menghambat implementasi pengalihan BPHTB. Daerah yang 
memiliki potensi BPHTB tinggi cenderung aktif mempersiapkan pemungutan BPHTB, 
sebaliknya daerah yang memiliki potensi BPHTB rendah cenderung bertindak pasif. Pengalihan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah merupakan langkah maju yangdilakukan oleh Indonesia dalam penataan 
sistem perpajakan nasional. Berbagai pihak menilai kebijakan tersebut sudah tepat dilakukan, 
namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan 
sehingga daerah benar-benar dapat melakukan pemungutan BPHTB dengan baik. Tujuan dari 
penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap 
penerimaan (BPHTB) atas transaksi jual beli tanah dan bangunan (Studi Kasus Dispenda 
Provinsi Sumatera Selatan).  
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1   Pajak 
Definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007  yaitu Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang – undang. Dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan 
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Siti Resmi (2013, h.1) 
mengatakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." 
 
2.2 Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang BPHTB atau bea perolehan hak atas 
tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan perolehan hak atas tanah dan 
bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum 
yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan atau bangunan oleh 
orang perseorangan pribadi atau badan.. 
Dasar pengenaan Pajak (DPP) BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak atau 
disingkat menjadi NPOP. NPOP dapat berbentuk harga transaksi dan nilai pasar. Jika nilai 
NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari NJOP PBB, maka NJOP PBB dapat dipakai sebagai 
dasar pengenaan pajak BPHTB. BPHTB yaitu merupakan pajak yang harus dibayar akibat 
perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, 
hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. 
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2.3  Pelaksanaan Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan Atas Warisan Tanah 
dan/atau Bangunan 
Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga 
pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip 
kemandirian. Untuk mendukung peningkatan pajak tersebut, maka pemerintah telah melakukan 
reformasi di bidang perpajakan, yaitu dengan mengeluarkan beberapa Undang-Undang 
Perpajakan. 
 
Sistem pemungutan pajak dengan adanya pembaharuan mengalami perubahan yang 
mendasar mengenai ciri dan coraknya. Semula sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak 
didasarkan pada sistem Officia Assesment, di mana tugas administrasi perpajakan 
menitikberatkan pada tugas merampungkan/menetapkan semua surat pemberitahuan guna 
menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Reformasi 
di bidang perpajakan mengakibatkan sistem pemungutan pajak berubah dengan sistem Self 
Assessment, dimana Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan dan 
membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terhutang 
berada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak juga diwajibkan melaporkan jumlah pajak yang 
terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
 
Sistem Self Assessment memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada anggota 
masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, memberikan jaminan hukum dan 
kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak sehingga 
diharapkan dapat lebih merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan 
dalam masyarakat. 
 
Sistem Self Assessment diharapkan dalam diri Wajib Pajak dapat tumbuh adanya: 
1. Tax Consciousness (kesadaran/kepatuhan) 
2. Kejujuran 
3. Tax Mindedness (hasrat untuk membayar) 
4. Tax Discipline yaitu disiplin Wajib Pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan pajak 
sehingga pada waktunya Wajib Pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban 
yang dibebankan undang-undang kepadanya seperti memasukkan SPT pada waktunya, 
membayar pajak tanpa diperingatkan.   
Penerimaan negara baik untuk membiayai pemerintah maupun pembangunan,untuk 
mningkatan penerimaan di sektor perpajakan harus dibarengi dengan adanya peningkatan 
kesadaran atau kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan dan harus pula ditunjang dengan 
iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan 
kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan . 
Salah satu butir penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban 
kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional, karena pada prinsipnya semua rakyat mempunyai hak untuk berperan 
serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan, oleh karena itu pemerataan beban pajak ke 
seluruh lapisan masyarakat merupakan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pelunasan pajak, seperti kapan harus dibayar, kepada siapa pajak harus dibayarkan dan sanksi 
apa yang harus dijatuhkan jika ada salah perhitungan, apa yang terjadi jika lupa dan sanksi apa 
yang akan diterima jika melanggar ketetapan pajak. 
     Pengenaan pajak BPHTB menggunakan Self Assessment System, tetapi karena PPAT juga 
merupakan badan usaha jasa, maka tentunya memberikan pelayanan yang sangat baik kepada 
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pelanggannya dengan membantu menghitung dan membayar pengenaan BPHTB. Pihak ketiga 
yang dimaksud adalah pejabat-pejabat yang berkaitan dalam proses hak atas tanah dan 
bangunan oleh orang pribadi atau badan. 
Pengenaan BPHTB dalam prakteknya pihak ketiga lebih banyak berperan dalam masalah 
membantu perhitungan dan pembayaran pajak dibandingkan Wajib Pajak. Wajib Pajak biasanya 
tidak mengetahui adanya peraturan mengenai BPHTB, sebelum ada pemberitahuan dari pihak 
ketiga. Selain itu sifat dari pajak BPHTB merupakan pajak atas bertambahnya kekayaan yang 
pengenaannya didasarkan atas seseorang atau badan yang mengalami kenaikan atau 
pertambahan kekayaan, biasanya hanya dikenakan satu kali. 
 
2.6Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak Atas  Tanah dan  Bangunan (BPHTB) 
 
Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan 
atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut 
perundang-undangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak. 
Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas 
tanah dan atau bangunan adalah perbuatan (disengaja) atau peristiwa hukum otomatis/tidak 
disengaja yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang 
pribadi atau badan. Contoh peristiwa hukum adalah warisan karena pemilik meninggal dunia. 
Perolehan hak pada dasarnya ada dua : yaitu pemindahan hak dan perolehan hak baru. 
Pemindahan hak berarti sebelum memperoleh hak, hak atas tanah dan atau bangunan tersebut 
sebelumnya sudah ada di “orang” lain. Karena perbuatan atau peristiwa tertentu, haknya 
berpindah kepada subjek hukum A ke subjek hukum ke B. Sedangkan perolehan hak baru 
biasanya berasal dari tanah negara kemudian diperoleh subjek pajak.   
 
2.5 Menentukan Besarnya Bea Perolehan Hak Atas  Tanah dan  Bangunan/BPHTB 
 
Cara Menentukan Besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan/BPHTB 
seabagai berikut: 
 
a. Tarif BPHTB adalah sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak. 
 
b. Nilai perolehan objek pajak atau NPOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000 
(tiga puluh juta rupiah) yang sewaktu-waktu besarnya dapat dirubah oleh peraturan 
pemerintah. Sedangkan khusus untuk perolehan karena hak waris dalam satu dahar, 
sedarah atau keturunan garis lurus satu derajat ke atas atau ke bawah dengan pemberian 
hibah termasuk istri atau suami NJOPTKP atau Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
adalah sebesarRp. 300.000.000. 
 
c. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adalah nilai perolehan objek pajak 
(NPOP) dikurangi dengan nilai perolehan onjek pajak tidak kena pajak. 
 
 
2.6  Kerangka Pemikiran 
Pengaruh Jumlah 
Penduduk(X)
Penerimaan BPHTB 
atas transaksi jual 
beli tanah dan 
bangunan (Y)
 
 
Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
 
Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2014 
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Hipotesis 
 
Menurut Sugiyono (2014, h64) “Hipotesis merupakan jawaban terhadap rumusan 
masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 
pertanyaan.” 
 
Ha : Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap penerimaan Bea Perolehan hak atas tanah dan 
bangunan.  
 
3.   METODE PENELITIAN 
 
Pendekatan Penelitian 
 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
penelitian asosiatif karena bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel, yaitu untuk 
mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
Dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi jual beli Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus 
DISPENDA Provinsi Sumatera Selatan). 
 
Objek/Subjek Penelitian 
 
Objek penelitian yang di ambil jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dan  
penerimaan BPHTB periode 2011-2012. Subjek penelitian adalah DISPENDA Provinsi 
Sumatera Selatan. 
 
Teknik Pengambilan Sampel 
 
Teknik pengambilan sampel menggunakan Sampling jenuh adalah teknik penentuan 
sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 
 
Jenis Data 
 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data Jumlah penduduk  yang 
diambil pada badan pusat stastistik,dan data penerimaan BPHTB yang berasal dari Dispenda 
Provinsi Sumatera Selatan 
 
Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah 
catatan peristiwa yang sudah berlalu.  
 
Definsi Operasional 
 
(X1)   Jumlah Penduduk 
 
Indikator dari Jumlah penduduk yang ada disetiap daerah nya berbeda beda tergantung 
dengan daerah yang telah menerapkan system BPHTB di Daerah nya. 
 
(Y1)  Penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Atas Transaksi Jual Beli Tanah dan 
Bangunan  
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Indikator dari Penerimaan BPHTB, pajak yang dikenakan atas perolehan perolehan hak 
atas tanah dan bangunan.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Uji Normalitas 
 
            Tabel 1 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari hasil pengelolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS 22 dapat dilihat 
bahwa kenormalan model regresi dilakukan dengan menggunakan nilai residual hasil dari model 
yang terbentuk.  hasil uji normalitas menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. 
 
 
 
 
 
 
 
 Unstandardized Residual 
N 30 
Normal Parameters
a,b
 Mean 0 
Std. 
Deviation 
3765281,434 
Most Extreme Differences Absolute ,097 
Positive ,061 
Negative -,097 
Kolmogorov-Smirnov Z ,530 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
,941 
a. Test distribution is Normal. 
b. User-Specified. 
 
Sumber:  Data yang Diolah, 2014 
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Uji Heterokedastisitas 
 
                                            Tabel 2 Uji Heterokedastisitas 
 
                                 Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 311362,115 31934,997  9,750 ,130 
jumlah 
penduduk 
,135 ,053 ,902 11,071 ,120 
a. Dependent Variable: penerimaan bphtb 
Sumber:  Data yang Diolah, 2014 
 
Dari hasil pengelolahan data, dapat diketahui korelasi antara variabel Kesadaran Jumlah 
Penduduk dengan Unstandardized Residual menghasilkan nilai sig. 0,120, Dari tabel 
coefficients nilai signifikansi korelasi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pada 
model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas. 
 
 
Uji Koefisien Determinasi 
Tabel 3  Uji Koefisien Determinasi 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
1 
,902
a
 ,814 ,807 3831928,757 1,016 
a. Predictors: (Constant), jumlah penduduk 
b. Dependent Variable: penerimaan bphtb 
Sumber: Data yang Diolah, 2014 
 
Hasil dari koefisien determinasi (R Square) ditunjukkan dengan nilai Sebesar 0,814 yang 
berati variabel jumlah penduduk mampu menjelaskan  variabel terikat yaitu  penerimaan bphtb 
sebesar 81,4% dan sisanya 18.6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel. 
 
 
 
 
 
 
  ISSN: 1978-1520 
IJCCS Vol. x, No. x,  July201x :  first_page–end_page 
8 
Uji Parsial (t) 
                                                     Tabel 4 Uji Parsial (t) 
 
                                                            Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
 
-6280821,194 1271521,114  -4,940 ,000 
 jumlah penduduk 23,441 2,117 ,902 11,071 ,000 
 
Sumber: Data yang Diolah, 2014 
 
Uji-t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
secara terpisah. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.4 di atas. 
 
Dari hasil uji regresi di atas. Hipotesis variabel X1 terhadap variabel Y menyatakan  
Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Penerimaan BPHTB. Berdasarkan hasil 
penelitian pengujian diketahui sig. > 0,05 yaitu 0,000 dengan nilai koefisien positif 11,071 maka 
analisis hipotesis tersebut dinyatakan signifikan, yang berarti variabel  jumlah penduduk  (X1)  
berpengaruh positif terhadap penerimaan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas 
transaksi jual beli tanah dan bangunan Studi kasus DISPENDA Provinsi Sumatera Selatan (Y). 
 
Dari hasil pengujian parsial variabel jumlah penduduk, hasil yang diperoleh dari nilai t 
hitung yaitu sebesar 11.071 dengan taraf 0,05 ( α = 5% ) dan df =  sehingga didapat nilai t tabel 
sebesar 1.986 maka diporel t hitung > t tabel yaitu ( 11.071 > 1.986 ) Ha diterima Sehingga hipotesis 
penelitian yang menyatakan artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada variabel 
jumlah penduduk terhadap penerimaan BPHTB di Dispenda Provinsi Sumatera Selatan. 
 
Metode Analisis Regresi Linier Sederhana 
 
Tabel 5 Analisis Regresi Linier Sederhana 
                                                           Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
 
-6280821,194 1271521,114  -4,940 ,000 
 jumlah penduduk 23,441 2,117 ,902 11,071 ,000 
a. Dependent Variable: penerimaan bphtb 
Sumber: Data yang Diolah, 2014 
 
Dari hasil uji regresi di atas. Hipotesis variabel X terhadap variabel Y menyatakan  
Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Penerimaan BPHTB.  Berdasarkan hasil 
penelitian pengujian diketahui sig. > 0,05 yaitu 0,000 dengan nilai koefisien positif 0,23,441  
maka analisis hipotesis tersebut dinyatakan signifikan. 
y = a + bx 
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   = -6280821,194+23,441x 
 
5. KESIMPULAN 
 
 Dari pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
Mengenai pengaruh Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Bea Penerimaan Hak tanah dan 
Bangunan atas Transaksi jual beli Tanah dan Bangunan di Provinsi Sumatera Selatan sebagai 
berikut dapat ditarik kesimpulan dari hasil pengujian diketahui bahwa Jumlah Penduduk 
memiliki pengaruh  terhadap Bea penerimaan hak tanah dan bangunan atas transaksi jual beli 
tanah dan bangunan di provinsi Sumatera Selatan, dikarenakan adanya peningkatan penduduk 
untuk membayar pajak dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, sehingga secara tidak langsung 
akan berdampak terhadap Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya. 
 
6.    SARAN 
 
1. Bagi Pemerintah  : Memberikan sosialisasi – sosialiasi tentang pajak  
2. Bagi Wajib Pajak :  Mengikuti penyuluhan  
Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah indikator lain untuk melihat pengaruh 
terhadap penerimaan BPHTB, Rentang waktu penelitian yang lebih panjang . 
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